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Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
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Periha1: 1.1. Permohonan Pengujian pasa1 385 Ie KUHP tenemahan R. Soesilo
tentang hak "peke, :jogn " diatas Iahan Barepan tanah penyerobotan

2). Permohonan pengujian pasa1 423 KUHP tenemahan Prof. Moeljatno, SH.
tentang pejabat dalam kejahatan jabatan

Dengan Hormat:
Yang bertanda tangan di bawah ini, pemohon;
Nama Nuih Herpiandi, SH. ,MH. ,Advokat
Urnur : 75 tahun

Pekerjaan Pegawaiswasta, sesuai yg. tercantum dalam KTP yg.

dibuat tempo doeloe (18-10-2002), sudah dilampirkan
fotokopi KrP seumur hidup tersebut

Aktivitas sekarang : Sociality alias SOSialistis orientasi kampus sekolah
hukum

: ,alan Bojong Loa n0. 57 Bandung
: 08/12/3979
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Namat kontak

Nomor HP

Pemohon mengajukan permohonan pengujian pasa1 385 Ie KUHP
tenemahan R Soesilo, tentang hak "pekerjaan" chatas Iahan garapan tanah
penyerobotan dan pasa1 423 KUHP tenernahan Prof. Moeljatno, SH. tentang
kejahatan jabatan, -----"--> terhadap pasa1 28 G (1) dan (2) UUD 45 tentang Hak
Milik atas harta benda, dan bebas pem-bully Yang merendahkan martabat.
I. KEWElllANGAN MAH, CAMAH

a). Bahwa pasa1 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ( UUD t945 ), pasa1 10 ayat(^) huruf a Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun
201, . tentsng Perubahan Atas Undang- Undang Nomor24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi ( UU MK), dan pasa1 29 ayat (1) huruf a
Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman
(UU 48/2009 ), yang menyatakan sebagai balkut:
Pasa1 24 a at I UUD 1945:

" Mahkamah Konstitusi bemyenang mengadili padatingkat pertaina dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang- Undang Dasar----"
Pasa1 1.0 a at I huruf a UUMK:

" Mahkamah Konstitusi bemyenang mengadili pada tingkat pertaina dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a, menguji undang- undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun ,. 945 ".
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"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili padatingkat pertaina dan
terakhir Yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang- undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara

Repub!ik Indonesia Tahun 1,945".
b). Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan Iembaga negara pengowc, I dan

penofsir konstitusi(the gu@rdion and them^r of the constitution )
yang meiniliki kewenangan untuk menentukan apakah peraturan
perundang"undangan telah sesuai atau tidak dengan konstitusi.

Bahwa permohonan pemohon a quo adalah permohonan pengujian
konstitusiona!itas Undang" Undang pasa1385 KUHP dan pasa1 423 KUHP
terhadap UU01.945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.

11. KEDUDUKAN HUKUM (LEGEL STANDING! PEMOHON
I. Bahwa Berdasarkan pasa1 51. ayat(1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi berserta Penjelasannya, yang dapat
mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD
1,945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang diberikan o1eh UUD 1945 dirugikan o1eh
berlakunya suatu Undang- Undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk orang Yang mein punyai

kepentingan sama );
b. kesatuan masyarakat hukum adatsepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang;

'~ ~~~ C. ~~ badia~ti~hUkUfi'I'PIiblik'atau'ptiVat~;~atau
d. Iembaga negara.

2. Bahwa seiak putusan Mahkamah KonstitusiNomor 0061PUU-1/1/2005
tangga1 31 Mei2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor, .^/PUU-
V/2007 tangga120 September 2007, sena putusan-putusan selanjutnya,
Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hakdan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana chinaksud dalam pasa1 51 ayat(1) Undang-
Undang Nomor24Tahun 2003 tentang Mahkamah Kon'stitusi harus
memenuhilima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang

diberikan aleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusionaltersebut o1eh pemohon

dianggap dirugikan o1eh berlakunya Undang- Undangyangdimohonkan
pengujian;

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus ) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensialyang menurut penalaren Yang
wajar dapat dipastikan akan tenadi;

d. adanya hubungan sebab- akibat (causal verband ) antara kerugian

Pasa1 29 a at I. huruf a UU 48 2009:

.

,
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dimaksud dan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan
pengujian;

e. adanya kernungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
in aka kerugian konstitusional seperti yang did ali!kan tidak akan atau
tidak lagi tenadi.

3. Bahwa Pemohon adalah: E. ^. EQ^!Iwarga negara Indonesia, dapat
diklasifikasikan termasuk orang yg. meinpunyai kepentingan sama.
A1@sonny@: pemohon hanya soloh sat, , dari sekian banyak orang2 yg.

ter-bully alias onjoy@ yang tid@k hem"1.1d, yg. tak berdaya,
dirempok; diperas; disiksa psikis o1eh oreng2 yg. berposisi
kuat, seperti yang dialami o1eh pemohon ini, yg. terpaksa
beranikan diri tampi! ke depan, mewakili h@k2 yg. terbully.
Per-tama2 harus mengatasi diri sendiri tiga demam tak
berwujud yg. beret terlebih dahulu : A). demam panggung;
B). demam gedung, misal gedung MK; ruang sidang PIeno MK
yg. megah nan raksasa, dll; C), terakhir juga terberat demam
orang Yang agung, misalnya menjawab pertanyaan di
hadapan Yang inuria hakim MK pada persidangan; menjawab
cecaran pertanyaan para guru besar pada sidang tesis

..

Magister dll.
Jadi ternyata dan terbukti kerugian materiilpemohon nyata,
tepat sebagailandas dasar akses untuk inohon masuk MK,
memohon benda2 yg. tidak bemyujud, bernilai ekonomis,
mat!ak hasil kernajuan zaman yg. tidak bisa ditolak o1eh
siapapun, berkenan o1eh yg. inulia dapat kabulkan

penafSii'an' hatg'^mya sama ~jigtf. benda yang bemyujud.
sehingga hak2 konstitusionalnya para ter-bully alias
teraniaya tidak bemyujud, dapat terbela, minimal terkover.

Ke- 21. pasa1 385 Ie KUHP tenemahan R. Soesilo tentang hak "pekerjaan"
diatas Iahan Barapan tanah penyerobotan, yang sangat berlainan dgn.
hak2 lainnya yg. tertulis dalam kitab KUHP yakni: hak"ruinah"; hak
''tanaman" dan hak "bibit" yang mein punyai sifat2 sebagaiberikut:--~
I. . benda beinujud.
2. komoditas; bernilai ekonomis; dapat dipindah-tangankan hak

iniliknya alias dapat dijual-belikan.
3. tidak ada unsur karier oreng, mumi benda.

Sedangkan hak "pekerjaan" me in punyai sifat2 sebagaiberikut:
A. "pekerjaan" dipandang dari sisi urnum konvensional:

a. artinya profesi, seperti yg. inu!ia pada awal persidangan
menanyakan profesi pemohon, meinpunyai sifat2 sbb:------
I. tidak berwujud;

~11, ada unsur kaner oreng;

Yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan o1eh
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111, bukan komuditas, tidak dapat donual-belikan.
B. "pekerjaan"dipandang dari sisi ranah disiplin ilmiah yg. !uas : -------

a. artinya 10s@ke"j@ istitah ekonomi =proyek, sesuai Yang tertulis
daiam pasa1 385 I. e KUHP tersebut berbunyi: "---- p. ^.^rj^n. di
hanah tempat oren

artinya orang yg. mengerjakan sawah dapat
didelegasikan keorang lain, namanya pengg@rap.

contoh misalnya: pekerjaan Pertainina diartikan provek
Pertainina, jadi meinpunyai sifat2 sbb:

,.. benda tidak berwujud.
2. komoditas; bernilai ekonomis; hakjasa kerianya dapat dipindah-

tangankan, alias hak jasa kerianya dapat dinual-belikan;
dilelangkan.

3. tidak ada unsur karier oreng, mumi benda tak berwujud.
4. jasa keria adalah salah satu cabang kecil dari pangsa pasar

.

men'o10nko" hak rakyat me in akai tanah itu,

.

alasannya: pangso artinya: petak~petak ----> Iahan; wilayah; tanah.
POS@r artinya: tempat jualbeli alias buts@, misal
bursa keria; bursa saham dll.

pangsa pasar artinya: aktivitas bisnis dalam wilayah Iahan
tertentu. khusus untuk pemohon: pangso -----> Cirebon; pusar

------>memasarkan bareng2 hasil produksilndra Wijaya tersebut.
pangsa pasar merupakan sebutan keseluruhan dan macam2
golongan pasar atau bursa dalam wilayah tertentu.

5. hak pekerjaan sama dengan hak rumah dll. yang beda hanya
tenetsk' antai'a~tidak~~bentujud da^" b^onujud,

kesimpulan: dengan penalSir@n sempit dan spontan, hak"pekerjaan",
disandingkan dgn. hak2 ruinah; tanaman; dan bibit, yang nyata
terlihat o1eh kasat"mata, teraba o1eh tangan, sudah Iazim sekali,
diatur rapi sempurna dalam pasa1 385 KUHP, namuntak kuasa
toIak tertinggal Dieh kernajuan zaman baik di bidang ekonomi
inaupun dibidang teknologi; SOSiologi tak mainpu menjangkau
benda-benda Yang tidak bemyujud, yang dimaksud dalam hal

yang Iebih Iuas

tetapi merupakan komoditas; dapat dinual-belikan dan bernilai
ekonomis. Sehingga hakmilikpemohon yang diberikan o1eh Uuo
2945 POSa128G (L) tidak dapat dibela. karena daiam praktek
dilapangan terhambat o1eh pasal, .(,.) KUHP: Tiada suatu
perbuatan dapatdipidana kecualiatas kekuatan aturan pidana
dalam perundang- undangan yangtelah ada, sebelum perbuatan
dilakukan.

Ke-21. pasa1423 KUHP tenemahan Prof. Moeljatno, SH. tentang
kejahatan jabatan, yang tidak disebut pejabat publik atau privat,

In I, @50r diatas Iahan ara an bernilai, benda tidak berwujud;
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apakahtermasuk pejabat perusahaan raksasa k0"910mer@t
swasta? perlu digaris bawahi bahwa seiak berlakunya privatisasi
banyak perusahaan inilik negara, kirii telah ubah menjadiswasta.
juga sekolahan swasta; rumah sakit swasta; perkebunan sawit
swasta, seluruhnya berkaryawan ratusan oreng bahkan ribuan
oreng, tentu yg. dimaksud swasta, tentu bukan tok02;
kios2 yg. kecil, minimal yayasan atau PT. yg. berst@tus bad@n
hukum, dan sahamnya sudah ditawarkan ke bursa efek, alias PT.
terbuka. para pejabat2 swasta tsb. jauh Iebih se-wenang2 dari
pada owner mereka, mereka meinpunyai kewenangan untuk
pecat bawahannya, mengangkat bawahannya, demi nafkah
bawahan tentu pada takut. Sehingga inaritan pejabat pub!ik
atau pejabat perusahaan konglomerat swastayg. mein-bully
alias onjoy@ tak berwujud; memer@s inarigsa tidakperlu pakai
mencuri; tidak perlu menipu, terang2an ambil paksa bareng2
inilik para ter-bully, misalnya pulpen Parkeracap kali diambil,
dan langsung ditancapkan ke saku baiunya. para pejabat2
swasta dibawah payung amtenar pelabat publik, tidak
tenangkau o1eh pasa1 423 KUHP tersebut, Yang dimaksudkan
pejabat adalah dintenar tempodoeloe, Sehingga h@kinilik
pemohon yang diberikan o1eh Uuo1945 pusa128G(2) tidak
dapat dibe!a, karena dalam praktek dilapangan terhambat o1eh
pasal, .(,.) KUHP: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali
atas kekuatan aturan pidana dalam perundang- undangan Yang
telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

4. ~~Bdhwa berdasarkah uraiati tersebut~ diafas, in'enUrut Pemohon sudah~'~'
terdapat kerugian hak konstitusionalnya, dengan demikian sudah
memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing ) untuk
mengajukan permohonan aquo,

1/1. ALASAN PERMOHOAIAN mosttai:
Dari kasus bukti- butti yg. pemohon I^.^!!:.^ pemohon inohon

pengujian materitI dari Yang Mulia mengenai pasa1 385 ,. e KUHPterjemahan R.
Soesilo tentang penyerobotan Iahan tanah garapan, sudah tep"t ^!.!I^!:!^^^, pada
hasus pemohon mengenai penyerobotan Iahan pangso pasur diCirebon dan
sekitarnya, yang meinpunyai ciri merek produk; tidak berwujud tetapi
merupakan suatu komoditas yg. bemiloi ekonomis yang dulu pada masa
krismon, telah di-ambil- alih I akuisisi) alias telah dibeli o1eh pemohon, otomatis
dgn. sendirinya menjadi agen tunggalnya, pada han kamis, tangga1 8 Februari
Zoot, dari tangan Indra Witaya, selaku Direktur(owner) Durman Kertas Indah,
produsen dibidang produk kertas yg. berprospektif baik: seperti buku nota;
kuitansi; kertas kompurrer dan lain-lain, dengan meinbayar seiumlah uang
berupa loyalitas goodwill.
(jual)Iahan pangsa pasarkepada pemohon, dikarenakan pada Saat itu masa

Pada waktu Indra Winaya inau operalih
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keadaan krisis morieter, Indra Witaya banyak hutang dan juga ariak2-nya masih
pada sekolah, tidak mainpu kelola sendiri, sehingga meinbutuhkan pemohon,
kini, setelah 15 tahun kernudian, bareng2 produknya sudah Iaku pesat dicari
oreng, untung sudah terlihat besar, ariak2nya juga sudah pada dewasa; Iulus
sekolah, dan telah meinbantu usaha orang tua, atas desakkan akan kebutuhan
regenerasi, sekaligus meinperluas usaha, biar untung Iebih besar, inulai meresa
menyesal tempo doeloe keriapa jual kepada pemohon, timbul niat curang
sudah, meIakukan perbuatan melawan hukum dgn. cara yg. sederhana dan
terselubung, tidak kotor nama yaitu:------- beberapa waktu Ialu, tepatnya pada
hari Selasa, tangga1 1.5 Septerber20, .5, meIalui pegawai~nya telah menyetop
kirim bareng produksinya kepada pemohon, tanpa alasan hukum yang sah, dan
meinbuka cabang sendiri of kota Cirebon, ini artinya terdapat perbuatan jahat
yang terselubung (sifat malawan hukum subjektif), yang sengaja dgn. enteng
dan gainpang dilakukan untuk menyerobot Iahan pangsa pasar yg. telah diambil
alih ( di-beli) o1eh pemohon.
Mohon pengujian materi! dari yang Mulia, berkenan jatuhkan putusan :
I). Sudah tepat perbuatan melawan hukum ini, patUt direrat pasa1385 Ie KUHP

tenemahan R. Soesilo tentang penyerobotan Iahan tanah garapan, !!.!P^L!^

@1050nnyo: mengingat "pekerjaan" artinya adatah 'nasa keria", "jasa keria"
adalah unsur dari"proyek" sedangkan "provek" dapat dijual belikan, jadi
termasuk salah satu cabang dan pasar, yaitu pangsa pasarjasa keria
adalah suatu komodit@s yg, tidak berwujud, tetapi bemiloiek@nomis.
dan sudah tepat dapat di~analogi-kan dgn. pencurian pulsa yg. jug@ suatu
komoditas yg. tidak bemyujud, tetapi bernilai ekonomis bisa direrat dgn.
nasal 362 tentang~~pencurian diKUHP. '~

2). Beberapa tahun Ialu, Durman Kertas Indah !2. ^. zg^!2. !^.!!g dengan PT. Cakrawala
Mega Indah, sehingga usahanya mendadak jadi raksasa, bagaikan kacan^
Iupa pada kuiitnya; habis inariis sepah dibuang, mein-bully pemohon,
Pem-bully-@" tepat dijerat pasa1 423 diKUHP, jetas2 perbuatan itu
adalah kejahatan, perbuatan pem-bully-an aliasaniaya tak bemyujud!

31. Pasa1 423 KUHP tentang kejahatan jabatan, yangtidak disebut jabatan publik
atau jabatan privat, sudah tepat berlaku juga untuk pejabat diperusahaan
Swasta besar berstatus badan hukum, dan sahamnya ditawarkan ke publik,
hakikatnya adalah perus@hogn publik, wajar pejabatnya sudah identik

penal^iron menjadijuga penyerobotan o50r di atas tanah yg. diserobot,

4). Pihak DurmanKertas Indah berani meIakukan perbuatan melawan POS01 423
pejabat publik, datam amiuas.

KUHP tentang kejahatan jabatan, karena berpendapat bahwa:
" Kalian harus tahu budi, selama ini, kami telah beri nafkah dan ^!.:!^!!.!!g

duit kepada kalian, jadi kalian tidak boleh macam2, harus tahu dirt. "
Versi Durmankertas indah, pemohon selaku agennya harus jadi

terhutang budi kepada pihak Durman Kertas Indah, baik secara Moral
inaupun secara Hukum. Iiwa arogansiinilah awal~timbul sikap ke-bullyan

-...
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terhadap pemohon, perlu digaris bawahi bahwa ber-initra-bisnis of
perusahaan bos, jug@ dituntut sumbangkan tenaga dan pikiran untuk
bos! jadi istilah yg. tepat untuk perbuatan melawan hukum Durman
Kertas Indah ini patut termasuk multi ^.!t^tiny^. sebagai: A). cureng; B),
Iicik; C). rampok alias curas; D). pencurian; E). penggelapan; F). penyerobotan;
G). kejahatan jabatan daiam artiluas (bersifat memeras); H). Kejahatan
korporasi; I). Kejahatan bisnis.
Pengujian Materit
I. Norma Undang- Undang yang dimohonkan pengujian (materjinuatan

ayat, pasal, dan/atau bagian dan undang- undang) bertentangan dengan
Norma UUD 1,945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian ( ayat, pasal,
dan/atau bagian dari UUD 1,945).
Norm@ Undo, ,g- Undo, ,g,
Pasa1 385 KUHPter'emahan R, Soesilo berbun i:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empattahun dihukum.
Ie barengsiapa dengan inaksud heridak menguntungkan diri sendiriatau

orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan
tanggungan utang sesuatu hak Rakyat daiam meinakai tanah
Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu ruinah, pekerjaan,
tanaman atau bibit ditanah tempat oreng menialankan hak Rakyat
meinakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa oreng lainyang
berhak atau turut berhak atas barang itu;

Pasa1423 KUHP ter*emahan Prof. Moel'atno SH. berbun i:

. Seorang pelabatyangdengan inaksud untukmenguntungkan din
sendiri atau oreng lain serta melawan hukum, dengan menya!ahgunakan

~ kekua5a^jinya, meinaksa ses^Otani;~ untilk~in'emberikah~sei^uatu, untuk~
me in bayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dinsendiri, diancam dengan pidana penjara
paling lama enam tahun.
Norm@Uuo1945,
Pasa1 28 G UUD a. 945

(,.) Setiap oreng berhak atas perlindungan din pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman ketakutan
untuk berbuat atautidak betouat sesuatu yang merupakan hak
asasj. **,

(2) Setiap oreng berhak untuk bebas dan penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat inariusia dan berhak meinperoleh
suaka politik dari negara lain.
**) perubahan Kedua disahkan ,. 8Agustus 2000

3. Daiji dan argumentasi pemohon:

bemyujud dan hak pekerjaan diatas Iahan garapan tanah
Ke-11. pasa1 385 I. e KUHP tenemahan R. Soesilo tentang hak2 benda
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penyerobotan yang ^!zy^. mengatur benda~ benda berwujud,
misalnya ruinah; tanaman; dan bibit sudah tertinggal Dieh
kernajuan zaman baik dibidang ekonomi inaupun of
bidang teknologi, tak mainpu menjangkau benda- benda
yang tidak berwujud, yang dimaksud dalam halini, pusar yg.
didtos Iahan garapan, bisa Iahan perparkiran; Iahan pasar
calon penumpang; yang tidak berwujud; tetapi merupakan
komoditas; dan beinilaiekonomis. Sehingga h@kinilikot@s
hurt@ bendo pemohon yang dianugerahkan o1eh UuoZ945
POS@1286 (2)tidak dapat dibela, karena dalam prektek. di
lapangan, aparatur negara tidakdapat menerima pengaduan
pemohon, karena tidak ada hukum POSitif yang mengaturnya,
terhambat o1eh pasal J (1) KUHP: Tiada suatu perbuatan
dapatdipidana kecualiatas kekuatan aturan pidana daiam
perundang- undangan yangtelah ada, sebelum perbuatan
dilakukan.

Ke-21. pasa1423 KUHP tentang kejahatan jabatan, ~yang tidak ofsebut
pejabat publik atau privat, yg. termasuk pejabat perusahaan
reksasakonglomerat swasta. perlu digaris bawahi bahwa
seiak berlakunya privatisasi banyak perusahaan inilik negara,
kirii telah ubah menjadiswasta. Pasa! 423 KUHP tentang
kejahatan jabatan, yangtidak disebut jabatan publik
atau jabatan privat, sudah tepat beriaku juga untuk pejabat
diperusahaan Swasta besar berstatus badan hukum, dan
sahamnya ditawarkan ke publik, hakikatnya adalah

peru$@haori publik; Wajar~pejabatnya~5.1dah idetitik '

publik atau pejabat perusahaan konglomerat swastayg.
memeros tidak tenangkau o1eh pasa1 423 KUHP tersebut.
Sehingga hakmilik ot@s bart@ benda dan bebas di-bully
Yang merendohkon mart@bot pemohon yang dianugerahkan
o1eh UuoZ945 pusa128 G (2112)tidak dapat dibela, karena
daiam prektek dilapangan aparatur negara tidak dapat
menerima pengaduan pemohon, karena tidak ada hukum
POSitif yang mengaturnya, terhambat o1eh pasa13. (,.) KUHP:
Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan
aturan pidana dalam perundang- undangan yangtelah ada,
sebelum perbuatan dilakukan.

Ke-3). Wariprestasi artinya ingkarjanji; atau cedera ianji, pemohon
tidak pernah ada perlanjian apapun dengan Indra Wijaya, bila
tidak ada ianji, dari inaria ada ingkar ? dari inaria ada cedera?
dan inaria adawanprestasi? tidak pernah hidup tentu tidak
in ungkin mati! pemohon bell-put"s pangsa pasarCirebon

pejabat publik, daiam artiluas. sehingga inaritan pejabat
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dan sekitarnya, surat pernyataan darilndra Wijaya adalah
sebagai pengganti kuitansi, jelas terbukti kasus ini:pidona.

Ke-41, KUHP sudah bagus, dan tidak perlu diubek, pemohon yakin!
namun sudah Ianjut usia, bila digunakan secara dogmatis,
tentu dapat kesulitan yg. dialami o1eh pemohonsekarang ini,
karena tidak dapat bedakan benda Yang berwujud atau
tidak, contoh: telepon tempo doeloe pasti tersambung dgn.
kabel yg. berwujud, sekarang HP. sudah dgn. kabel yg. tidak
bemyujud alias wireless, Iebih modern lagi smartphone bisa
akses internet, nirkabel! jadi:yg. tet@p teleponnya; yg.
dit@fsir kabelnya.

Ke-5!. Polisi adalah eksekutif: pelaksanaan UU, jadi tidak
berkompetensi tafsir UU.
DPR adalah legislatif: pembuat UU, jadi tidak berkompetensi
tafsir UU.

MK adalah yudikatif : pengawas; penguji; penafsir UU, khusus
ditangan yg. Mulia maielis hakim.

yang dimohon o1eh pemohon hanya pen@1311r@nUU.
IV. PETITUM:

a. pengujian materitI
I. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seiuruhnya;
2. Menyatakan materjinuatan pasa1 385 Ie KUHp tenemahan R. Soesilo

dapat diperluas penafsirannya termasuk pangsa pasar sega!a jenis
komuditas bernilaiekonomis, diatas Iahan tanah penyerobotan yang
tidak bemyujud meinpunyai harga sama dgn. benda yg. berwujud di
atas Iahan yg. sama~. Dan pasa142~3'~KU~HP~~ten~ehta'halt'Prof, 'M6^Ija, :rib,
SH. tentang Yang pejabat adalah pejabat publik diperluas
penafsirannya juga swasta yg. statusnya berbadan hukum: yayasan
besar atau PT. terbuka, Kedua pasal yang chinohon Pengujiantentang
hak inilik atas harta benda dan bebas pem-bullyan yg. merendahkan
martabat jadi meinpunyai kekuatan hukum mengikat pasa! 28G(,.)
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

3. Memerintahkan pemuatan putusan inidalam benta Negara R, I.
sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, inohon putusan yang
seadil- adjlnya ( ex aequo et bono ).

Bandung, 22 September 201.6,

.

I~' Hormat pemohon,

Nuih Her iandi SH. MH. Advokat
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